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ABSTRAK 

Akbar,Muhammad Zulqifli. 2022. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang). 

Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, 

Universitas Islam Malang, pembimbing 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag 

pembimbing 2: Drs. Jazari, M. H.I 

Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, pernikahan, usia dini, dispensasi 

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh 

pergaulan bebas tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Permasalahan 

ini masih melekat pada mayoritas masyarakat Kabupaten Malang yang dilakukan 

melalui pergaulan bebas dan perjodohan oleh orang tua tanpa memperhatikan 

undang-undang yang telah ditentukan pemerintah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggungkap permasalahan tentang 

pernikahan dibawah umur dan bagai mana pandangan hukum positif dan hukum 

islam akan hal ini, dengan sub fokus sebagai mencakup: (1)konsepsi hukum 

Islam kaitanya dalam usia perkawinan. (2)tinjauan hukum islam dan hukum 

positif terhadap pernikahan dini. (3))peran hakim dalam menentukan persetujuan 

dispensasi nikah. (4)pendapat hakim terhadap fenomena prnikahan dini 

dikabupaten Malang 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis 

dengan ragam penelitian kasuitis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis 

interaktif dengan model interaktif secara siklus. Pengecekan keabsahan temuan 

melalui (a) Observasi non partisipan (b) Triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga penemuan. Pertama, pernikahan 

dibawah umur yang terjadi di kabupaten Malang adalah pergaulan bebas dalam 

artian hamil diluar nikah perjodohan orang tua menjadikan salah satu penyebab 

utama mengabiakan terhadap peraturan undang-undang, sehingga pernikahan 

dibawah umur kerap terjadi karena karena mereka perpedapat asalkan  mereka 

nikah sah secara  agama dan pihak orangtua menyetujui, maka pernikahan dapat 

dilaksanakan dengan mengabaikan beberapa hal terkait dengan hal pernikahan 

termasuk didalamnya fisik dan psikis anak dan juga peraturan perundang-undang. 

Kedua, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan beralasan pihak 

perempuan sudah dalam keadaan hamil duluan. Ketiga, fenomena pernikahan dini 

dikabupaten Malang “sangat miris” dengan kasus setiap hari permohonan 

dispenasi nikah mencapai 5 sampai 10 wali atau orang tua permohonan dispensasi 

nikah terhadap anaknya. Perspektif hukum positif Indonesia melalui undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan telah menentukan usia 

minimal diperbolehkanya melaksanakan 

 pernikahan yakni usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan perempuan. 

Apabila calon mempelai belum mencapai usia minimal tersebut, pihak terkait 

harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadian Agama. Hukum 

Islam melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menentukan usia minimal 



 

 

dalam pernikahan agar calon mempelai mencapai kematangan jiwa dan raganya, 

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang baik dan harmonis, kedewasaan 

dalam berumah tangga baik dalam kemtangan usia, sesuai dengan undang-undang 

yang dimudahkan oleh pemerintah. 
  



 

 

ABSTRAC 

Akbar,Muhammad Zulqifli. 2022. Early Marriage Perspectives of Islamic Law 

and Positive Law (Case Study of the Malang Regency Religious Court). 

Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, 

Islamic University of Malang, supervisor 1: Drs. H. Ach. Faisol, M. Ag 

supervisor 2: Drs. Jazari, M. H.I. 

Keyword: Islamic Law, Positive Law, marriage, early childhood, dispensation 

Early marriage is a social problem influenced by the promiscuity of 

traditions and cultures within the community. This problem is still attached to the 

majority of the people of Malang Regency which is carried out through 

promiscuity and arranged marriages by parents without paying attention to the 

laws that have been determined by the government. 

This study aims to explore the problem of underage marriage and how 

positive legal views and Islamic law are about this, with sub-focuses as: (1) the 

conception of Islamic law in relation to the age of marriage. (2)review of islamic 

law and positive law against early marriage. (3)) the role of the judge in 

determining the approval of the marriage dispensation. (4)the judge's opinion on 

the phenomenon of early marriage in Malang. 

This research uses descriptive qualitative research methods of analysis 

with a variety of cassowary research. Data collection was carried out by interview 

and documentation techniques. Data analysis techniques use interactive analysis 

with interactive models on a cyclical basis. Checking the validity of findings 

through (a) Non-participant observations (b) Triangulation. 

The results showed the existence of three discoveries. First, underage 

marriage that occurs in Malang regency is promiscuity in the sense of getting 

pregnant outside of marriage, parental arranged marriages make one of the main 

causes of familiarity with the laws and regulations, so that underage marriages 

often occur because because they are married religiously and the parents agree, 

the marriage can be carried out by ignoring several things related to marriage, 

including the physical  and child psychic and also laws and regulations. Second, 

the judge granted the application for marriage dispensation on the grounds that 

the woman was already pregnant first. Third, the phenomenon of early marriage 

in Malang is "very sad" with cases every day of marriage compensation 

applications reaching 5 to 10 guardians or parents applying for marriage 

dispensation to their children. Indonesia's positive legal perspective through law 

Number 16 of 2019 concerning marriage has determined the minimum age 

allowed to carry out 

marriage is 19 years old for both the male and female parties. If the bride 

and groom have not reached the minimum age, the relevant party must apply for 

a marriage dispensation at the Religious Observer. Islamic Law through the 

Compilation of Islamic Law (KHI) has determined the minimum age in marriage 

so that the bride and groom reach the maturity of their soul and body, in order to 

realize the goal of a good and harmonious marriage, maturity in the household 

both in the age of the family, in accordance with the law facilitated by the 

government. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah 

yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali 

masalah perkawinan, perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang 

sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan faktor 

yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat 

Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria 

dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan 

baik secara yuidis formal (Undang-undang) Nomor 16 Tahun 2019, atau menurut 

Agama. (Shofiyun Nahidloh, 2009). 

Allah menciptkan manusia berjenis kelamin, laki-laki dan perempuan ada 

siang dan malam ada juga bulan dan bintang. Sehingga mereka menjadi 

berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan,yang di sebut perkawinan. 

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bangi perjalanan hidup 

manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, 

perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah 

perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung 

jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang 

mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan 

melaksanakan.(Narudin,2004: 39) suami maupun istri perlu memiliki kesiapan 

matang, baik fisi maupun pisikis. Hal ini karna pekerjaan berat tersebut tidak 



 

 

mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondifikasi fisik 

maupun pisikis yang buruk.(Efendi,2010: 29) 

Pernikahan merupakan fitrah manusia, maka dari itu islam 

menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini 

tidak di penuhi melalui jalan yang sah yaitu pernikahan, maka akan terdapat jalan 

setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Firman Allah SWT dalam surah Ar 

Ruum ayat 30 yang berarti sebagai berikut: 

                                     

                

Arinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Agama Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sucidan sakral, 

bertujuan ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah. Dalam Undang-Undang RI 

nomor 16 tahun 2016 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketahuan Yang Maha Esa.    

Fenomena pernikahan banyak, menjadikan hal yang lumrah dalam 

kehidupan sosial. Sampai saat ini terus menjadi topik yang menarik adalah 

pernikahan dini. Pernikan dini merupakan pernikahan yang di lakukan dibawah 



 

 

usia yang telah di atur oleh undang-undang. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 di 

sebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki telah mencapai 

usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan 

demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang 

berusia di bawah 19 tahun, dan perempuan berusia di bawah 19 tahun.     

Tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan dan memelihara 

keturunan serta kesucian manusia. Hal ini sebagai dikemukakan oleh taqiyyuddin 

Abi Bakar dalam bukunya Kifayatul Akhyar, yang menyebutkan bahwa nikah 

untuk menghindari zina, memiliki anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah 

swt (Jafar,2014:48). 

Permasalahan batas usia perkawinan dalam Al Qur‟an maupun hadist tidak 

di jelaskan secara spesifik. Persyaratan umum yang lazim di kenal adalah baligh, 

berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat 

memberikan persetujuan untuk menikah, maka sebenarnya ia sudah siap untuk 

menikah. Usia baligh ini berhubungan dengan penunaian tugas-tugas seorang 

suami maupun istri. Dalam surat An Nisa ayat 6 digambarkan tentang sampainya 

waktu seseorang untuk menikah (bulug al-nikah) dengan kata “rusyd”:      

                                         

                                           

                 



 

 

Artinya: 

 dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara 

harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu 

Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) 

tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di 

antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan 

harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan 

harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada 

mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi 

mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 

Tentang arti kata bulug al-nikah dalam ayat tersebut para ulama berbeda-

beda dalam penafsiranya. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang masing-

masing. Pertama, ditafsirkan sebagai kecerdasan karena tinjauanya dititik 

beratkan pada segi mental yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. 

Kedua, ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, yang fokus tinjauanya di titik 

beratkan pada fisik lahiriyah dan sekaligus telah mukallaf. Sedangkan dalam 

hadist medel pernikahan/perkawinan pada usia sebelum baligh di praktekkan oleh 

Rasulullah SAW, dengan menikahi Aisyah r.a ketika beliau masih berusia 6 tahun 

dan menggaulinya ketika berusia9 tahun. (Chuzaemah, 1996). 

Baik ayat ataupun hadist tersebut memberi peluang untuk melakukan 

interpretasi. Hal ini menyebabkan para fukaha berbeda pendapat dalam 

menetapkan batas usia perkawinan. Masalah perkawinan dalam agama hanya 

diatur dalam bentuk-bentuk prinsipnya saja, sehingga permasalahan kedewasaan 

untuk menikah termasuk kedalam masalah ijtihadiyah, artinya terbuka peluang 



 

 

bagi manusia untuk menggunakan nalar dan menyesuaikannya dengan kondisi 

sosial dan kultur yang berbeda antara suatu wilayah dengan yang lainnya  

              Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga dan mengetahui batas usia minimal melakukan 

pernikahan dalam arti yang sakinah, mawaddah, warrohmah.  sebagaimana 

tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Peraturan Islam (KHI), bahwa perkwinan 

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan tentram. Adanya 

saling mengasah, kasih sayang dan pengusaha antar suami dan istri. Gaya hidup 

seorang wali sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. 

Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN 

HUKUM POSITIF (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN 

MALANG) karena menurut penulis penelitian ini sangat menarik untuk di gali 

secara mendalam, untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan dini 

berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.         

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada paragraf diatas, maka 

muncul beberapa persoalan yang menarik untuk dikaji secara mendalam mengenai 

pernikahan dini Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan ini maka, penulisan menyusun 

rumusan sebagai berikut. 

1. Bagaiman konsepsi hukum Islam kaitanya dengan usia perkawinan? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan 

dini? 



 

 

3. Bagaimana peran hakim dalam menentukan persetujuan dispensasi 

pernikahan dini? 

4. Bagaimana pendapat hakim terhadap fenomena pernikahan dini Kabupaten 

Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Pernikan Dini di Kabupaten Malang bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan konsepsi hukum Islam kaitanya dengan usia 

perkawinan.  

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

pernikahan dini 

3. Untuk mendeskripsikan peran hakim dalam menentukan persetujuan 

dispensasi pernikahan dini. 

4. Untuk mendeskripsikan pendapat hakim terhadap fenomena pernikahan dini 

di Kabupaten Malang. 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penilitian ini di harapkan mampu memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan dini. Serta memberikan 

kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pernikahan 

dini yang ada di pengadilan agama kabupten malang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis  



 

 

Untuk memperoleh gelar S.H pada jenjang strata 1 serta mengembangkan 

ilmu pengetahuan tentanghukum islam. 

b. Bagi Masyarakat  

Diharapkan menjadi masyarakat yang tau dan memahami untuk 

memperoleh wawasan tentang pernikahan dini dan akan bahaya dan efek 

melangsungkan pernikahan dini. 

c. Bagi Univesitas Islam Malang  

Untuk menambah refrensi bacaan di perpustakaan i sehingga bisa di jadikan 

bahan penelitian lagi bagi mahasiswa Universitas Islam Malang. 

E. Definisi Operasional  

Untuk mempermudah pembacan dalam rangka memberi kejelasan dan 

panduan isi laporan skripsi ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah dari judul 

penelitian skrisi ini, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa 

istilah tersbut. 

1. Pernikahan  Dini 

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh laki-laki dan 

perempuan yang usia keduanya ang di masih di bawah batas minimum yang 

di tetapkan Undang-Undang. Seperi yang telah di jelaskan  dalam Undang-

Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan 

hanya diijinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan prempuan 19 

tahun. 

2. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah merupakan rangkaian dari kata “hukum”dan 

“islam”. Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang di gunakan dalam 



 

 

bahasa Arab dan terdapat dalam A-Qur‟an, juga berlaku dalam bahasa 

Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa 

Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” 

menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku 

manusia yang di akui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang di 

beri wewenang oleh masyarkat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh 

anggotanya. Bila kata „hukum‟ menurut defenisi di atas dihubungkan kepada 

„islam‟ atau ‘syara’, maka ;hukum islam‟ akan berarti:”seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia 

mukalaf  yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama 

islam. 

3. Hukum Positif  

Hukum Positif merupakan teori yang digunakan untuk analisis dari 

penelitia, yakni undang-undang no. 1 tahun 1974 kemudian direvisi menjadi 

undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum 

Islam dan undang-undang no. 23 tahun  2002 tentang perlindungan anak. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis data yang diperoleh dari penelitian 

pernikahan dini perspektif hukum islam dan hukum positif. Kemudian penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Konsepsi Hukum Islam Kitanya Dengan Usia Perkawinan.Batas usia 

minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi laki-laki bila 

bermimpi basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Batasan umur 

minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciiri fisik semata, tetapi lebih 

menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. 

2. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini. 

Dari  paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa  hukum positif  

adalah peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pernikahan 

yang terdiri dari undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 

undang-undang perlindungan anak. Sedangkan hukum Islam yang 

mengatur tentang pernikahan yang terdiri dari Al-Qur’an, Hadist, Ijma, 

Fiqih dan lain sebagainya. Dari kedua hukum tersebut yang mana sama-

sama membahas tentang peraturan pernikahan pada usia dini, dimana 

hukum positif mengatur dalam bentuk undang-undang no 16 tahun 2019 

yang berbunyi setiap laki-laki dan perempuan batas usia minimal 

melakukan pernikahan dini adalah berumur 19 tahun. Sedangkan menurut 

undang-undang perlindungan anak setiap anak yang masih dibawah umur 



 

 

18 tahun masih dikategorikan anak-anak yang mana dalam arti anak masih 

mendapatkan jenjang pendidikan dan kasih sayang orangtua. Sementara 

hukum Islam sendiri tidak begitu mencakup umur dalam anak yang 

dikatakan sudah dewasa, dewasa sendir dalam hukum islam yang berarti 

akil baligh bagi laki-laki sedangkan perempuan bisa di katakan dewasa 

sudah haidh atau menstruasi. Arti dari akil baligh bagi laki-laki ialah 

keluarnya air mani atau mimpi basah, haidh atau menstruasi bagi 

perempuan ialah keluarnya darah dari kemaluan. Maka dari itu terkadang 

anak atau orang tua yang menikah hanya melihat dari kedewasaan anak 

saja bukan dari jangka panjang anak tersebut mendapatkan pendidikan dan 

kasih sayang orang tua 

3. Peran Hakim Dalam Menentukan Persetujuan Dispensasi Nikah .Peran 

hakim dalam mempertimbangkan persetujuan dispensasi nikah sangat 

berfariatif, tidak seenaknya sendiri hakim menggabulkan permohonan 

dispensasi nikah harus ada pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anak 

dan wali apakah keinginan menikah berdasarkan paksaan orangtua/wali 

kecuali anak sudah dalam keadaan darurat (hamil). Kemudian dilihat dari 

segi ekonomi kelurga tersebut, faktor budaya, dan faktor keslamatan pada 

nyawa bayi dan ibu. Perkara anak hamil duluan sering terjadi dalam 

permohonan dispensasi nikah yang mana sering di kabulkan oleh majlis 

hakim, majlis hakim berhak  Dapabila pemohon dengan alasan tidak 

darurat atau paksaan orangtua, dalam hal ini pihak perempuan masih bisa 

menjaga kesuciaan. 



 

 

4. Pendapat Hakim Terhadap fenomena Pernikahan Dini. Dalam hal ini 

hakim berpendapat bahwa fenomena pernikahan dini di Kabupaten 

Malang  “sangat miris”, dilihat dari kasus permohonan dispensasi nikah 

pada setiap hari di pengadilan agama Kabupaten Malang, para hakim 

sendiri sudah berupaya mencegah pernikahan dini dengan penyuluhan 

setiap kecamatan atau desa dalam hal ini para hakim bekerja sama 

dengan dinas sosial, dll.  Sehingga masyarakat Kabuapten Malang dan 

Desa masih banyak yang menghiraukan akan  bahaya dan efek 

pernikahan dini.  

B. Saran 

Setelah penulis memaparkan pembahsan, menganalisis data, dan 

menyimpulkan, selanjutnya penulis merasa perlu memberikan saran kepada 

pihak terkait, dalam hal: 

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dengan memberikan 

penyuluhan secara merata agar masyarakat lebih tahu dan memahami 

akan bahaya pernikahan dini, lebih banyak kerjasama. 

2. Kepada orangtua/wali dan anak Sebaiknya meperdalam ilmu agama dan 

menjaga pergaulan bebas terhadap anak dan peran orang tua sangat 

penting dalam kehidupan anak yang lebih baik 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih jauh lagi 

mengenai pernikahan dini di Kabupaten Malang dengan latar narasumber 

yang lebih beragam, dan memaksimalkan teknik pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi dan dokumentasi serta agar dapat 

menemukan teman baru saat meneliti fenomena pernikahan dini.  
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